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Peraturan Kepala Kepolisian No. 6 Tahun 2019 dan KUHAP Baru:
Apa Dasar Hukum Penyidikan Polisi?

Penyidikan merupakan bagian penting dalam proses hukum pidana. Melalui penyidikan,
aparat penegak hukum mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu
tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Kewenangan polisi dalam melakukan
penyidikan tidak hanya bersumber dari satu peraturan. Dasarnya berasal dari Undang-
Undang Kepolisian, KUHAP, serta peraturan internal Polri yang mengatur teknis
pelaksanaan penyidikan.

Saat ini, dasar utama hukum acara pidana adalah UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026
dan mencabut UU No. 8 Tahun 1981.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang
Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 6/2019) merupakan peraturan internal Polri yang
memberikan pedoman pelaksanaan penyidikan.
Perkap tersebut mengatur antara lain:

e laporan polisi dan penyelidikan;

e penyidikan;

e gelar perkara;

e bantuan teknis penyidikan;

¢ pengawasan dan pengendalian; serta

e evaluasi penyidik dan penyidik pembantu.
Dalam praktiknya, Perkap 6/2019 menjadi pedoman teknis bagi penyidik Polri agar
proses penyidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Polri juga
menjelaskan bahwa tahapan penyidikan dalam Perkap tersebut mencakup penyelidikan,
dimulainya penyidikan, upaya paksa, pemeriksaan, penetapan tersangka, pemberkasan,
penyerahan berkas perkara, hingga penghentian penyidikan.

Jangan Keliru: Perkap 6/2019 dan Perpol 6/2019 Berbeda

Hal ini penting karena terdapat dua regulasi yang sering tertukar, Perkap No. 6 Tahun
2019 adalah tentang Penyidikan Tindak Pidana. Sementara itu, Perpol No. 6 Tahun 2019
adalah tentang Pencabutan Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan
Tindak Pidana. Perpol tersebut berlaku sejak 3 Oktober 2019. Dengan demikian, ketika
membahas pedoman teknis penyidikan Polri, yang dimaksud adalah Perkap No. 6 Tahun
2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, bukan Perpol No. 6 Tahun 2019 tentang
pencabutan Perkap 14/2012.

Apa yang Diatur KUHAP Baru?
Berbeda dengan Perkap yang merupakan aturan internal Polri, KUHAP merupakan
undang-undang yang menjadi dasar hukum acara pidana secara nasional.
UU No. 20 Tahun 2025 mengatur penyelidikan dan penyidikan dalam Bab II, termasuk
mengenai:

e penyelidik;

e penyidik dan penyidik pembantu;

e penyelidikan;

e penyidikan;

e perlindungan pelapor, pengadu, saksi, dan korban;
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e bantuan teknis penyidikan; dan

e koordinasi antara penyidik dan penuntut umum.
KUHAP baru juga menegaskan bahwa Penyidik Polri merupakan penyidik utama yang
diberi kewenangan melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana, dengan tetap
memperhatikan kewenangan penyidik lain yang diberikan oleh undang-undang.

Bagaimana Tahapan Penyidikan Menurut KUHAP Baru?

KUHAP baru memberikan kerangka yang lebih jelas mengenai penyelidikan dan
penyidikan. Ketika penyelidik mengetahui atau menerima laporan atau pengaduan
mengenai peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana, penyelidik wajib segera
melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Penyelidikan tersebut wajib
dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan, kecuali keadaan tertentu seperti
tertangkap tangan.

Setelah terdapat dasar untuk melanjutkan perkara, proses dapat masuk ke tahap
penyidikan. Dalam tahap ini, penyidik melakukan tindakan yang diperlukan untuk
mencari dan mengumpulkan alat bukti, membuat terang tindak pidana, dan menemukan
tersangkanya. Dengan demikian, laporan polisi tidak otomatis berarti seseorang
langsung menjadi tersangka. Terdapat proses penyelidikan dan penyidikan yang harus
dilakukan berdasarkan ketentuan hukum.

Apa Saja yang Menjadi Dasar Penyidikan Polisi?

Secara umum, dasar penyidikan polisi dapat dilihat dari beberapa lapisan peraturan:

1. UU Kepolisian

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan
kewenangan kepada Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua
tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. KUHAP

Saat ini, hukum acara pidana mengacu pada UU No. 20 Tahun 2025. Undang-undang ini
mengatur kewenangan penyidik, tata cara penyelidikan dan penyidikan, upaya paksa,
pemeriksaan, penetapan tersangka, serta berbagai mekanisme pengawasan dan
perlindungan hak.

3. Perkap No. 6 Tahun 2019

Perkap 6/2019 berfungsi sebagai pedoman internal mengenai bagaimana penyidikan
dilaksanakan di lingkungan Polri, termasuk mekanisme laporan, gelar perkara,
pengawasan, dan administrasi penyidikan.

Artinya, Perkap tidak berdiri sendiri. Pelaksanaan penyidikan tetap harus tunduk pada
undang-undang dan tidak boleh bertentangan dengan KUHAP yang berlaku.

Apakah Perkap No. 6 Tahun 2019 Masih Relevan Setelah KUHAP Baru?

Perkap 6/2019 perlu dibaca bersama dengan KUHAP 2025 dan peraturan pelaksana
terbaru. Perkap merupakan peraturan internal Polri yang mengatur aspek teknis dan
administratif penyidikan. Sementara KUHAP 2025 merupakan undang-undang yang
menjadi dasar utama hukum acara pidana.

Karena itu, apabila terdapat ketentuan teknis dalam Perkap 6/2019 yang tidak lagi
sesuai dengan KUHAP 2025, maka pelaksanaan penyidikan harus mengikuti ketentuan
undang-undang yang lebih tinggi dan lebih baru. Hal ini penting karena KUHAP baru
memperkenalkan sejumlah perubahan, termasuk penguatan hak tersangka, korban,
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saksi, dan pelapor, perubahan pengaturan upaya paksa, penguatan praperadilan, serta

penguatan peran

advokat.

|Aspek |Perkap No. 6 Tahun 2019 |KUHAP No. 20 Tahun 2025
‘Kedudukan HPeraturan internal Polri “Undang—undang
Pedoman teknis dan
Fungsi manajemen penyidikan di|Dasar hukum acara pidana nasional
lingkungan Polri
- Mengatcu.r mekanisme Diatur secara khusus dalam Pasal 13-
Penyelidikan penyelidikan dalam proses
. . 21
penyidikan Polri
M h I
- engatur tahapan, getar Mengatur kewenangan dan tata cara
Penyidikan perkara, pengawasan, dan n
o . penyidikan dalam undang-undang
administrasi
Penetapan Diatur dalam mekanisme|Diatur dalam KUHAP dengan standar
tersangka penyidikan Polri hukum yang berlaku secara nasional
Memberikan pedoman Mengatur kewenangan da!n
Upaya paksa . . persyaratan upaya paksa secara lebih
pelaksanaan bagi penyidik .
komprehensif
Hak pihak yang||Mengikuti KUHAP dan ketentuan||Hak tersangka, terdakwa, saksi,
diperiksa internal Polri korban, dan pihak terkait diperkuat
Diatur melalui mekanisme||Diperkuat melalui mekanisme hukum,
Pengawasan . . .
pengawasan internal Polri termasuk praperadilan

Bagaimana Jika Penyidik Melanggar Prosedur?
Penyidik tidak hanya memiliki kewenangan, tetapi juga wajib menjalankan kewenangan
tersebut berdasarkan hukum. Apabila terjadi dugaan pelanggaran prosedur, misalnya

terkait penangkapan,

penahanan,

penggeledahan,

penyitaan, pemeriksaan, atau

penetapan tersangka, legalitas tindakan tersebut dapat dinilai berdasarkan ketentuan
KUHAP dan mekanisme hukum yang tersedia.

KUHAP baru juga memperkuat mekanisme praperadilan sebagai

instrumen untuk

menguji keabsahan tindakan tertentu dalam proses pidana. Selain mekanisme hukum,
pelaksanaan penyidikan juga berada dalam pengawasan internal Polri. Perkap 6/2019
sendiri memuat ketentuan mengenai pengawasan dan pengendalian serta evaluasi
terhadap penyidik.

Apa Dampaknya bagi Masyarakat?
Bagi masyarakat, memahami dasar hukum penyidikan penting ketika menjadi pelapor,

saksi, korban, terlapor, maupun tersangka.

Masyarakat berhak mengetahui bahwa

kewenangan polisi dalam penyidikan memiliki batas dan harus dilaksanakan berdasarkan
prosedur hukum. Di sisi lain, penyidik juga memiliki kewenangan untuk melakukan

tindakan penyidikan sepanjang memenuhi

perundang-undangan.

persyaratan yang ditentukan peraturan
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Dengan berlakunya KUHAP baru, standar penyidikan tidak hanya harus dilihat dari
pedoman internal Polri, tetapi terutama dari UU No. 20 Tahun 2025 dan peraturan
perundang-undangan lain yang relevan.

Kesimpulan

Dasar hukum penyidikan polisi saat ini tidak hanya Perkap No. 6 Tahun 2019. Dasar
utamanya adalah UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, UU Kepolisian, serta peraturan
pelaksana dan peraturan internal Polri yang masih berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan yang lebih tinggi.

Perkap No. 6 Tahun 2019 tetap penting untuk memahami tata kelola dan teknis
penyidikan di lingkungan Polri. Namun, sejak KUHAP baru berlaku pada 2 Januari 2026,
pelaksanaan penyidikan harus disesuaikan dengan ketentuan baru yang mengatur
kewenangan penyidik, upaya paksa, pemeriksaan, penetapan tersangka, perlindungan
hak, dan mekanisme pengawasan.

Dengan demikian, ketika menilai apakah suatu penyidikan telah dilakukan secara sah,
tidak cukup hanya melihat apakah penyidik telah mengikuti Perkap. Dasar kewenangan,
prosedur, alat bukti, hak para pihak, dan ketentuan KUHAP yang berlaku juga harus
diperiksa secara menyeluruh.

m‘tikel ini disiapkan untuk tujuan pengetahuan dan bersifat umum serta bukan
merupakan pendapat hukum. Apabila Anda menghadapi persoalan terkait proses
penyelidikan atau penyidikan polisi, dugaan pelanggaran prosedur, penetapan
tersangka, upaya paksa, pemeriksaan, maupun praperadilan, penting untuk
memahami dasar kewenangan penyidik dan prosedur hukum yang berlaku.
Konsultasikan permasalahan Anda secara strategis dan profesional melalui:

. 08567572501
info@justianlawfirm.com
@® www.justianlawfirm.com
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